
Jurnal Sistem Hukum dan  

Keadilan Sosial  

 https://journal.fexaria.com/j/index.php/jshks    

 

1 

Vol. 10, No. 1, Januari 2026 

PERAN HUKUM ADAT DALAM PROSES RESTORATIVE JUSTICE UNTUK 

PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN DI MASYARAKAT ADAT 

 
Arini Eka Puspa Wahyuning Tyas1, Sulistina2  

1,2Universitas Nurul Jadid 

arineka101@gmail.com1,  sulistina.indonesia@gmail.com2       

 

Abstrak 

Hukum adat memiliki peran signifikan dalam mendukung proses mediasi dan musyawarah, yang 

menjadi inti dari restorative justice. Namun, penerapan hukum adat juga menghadapi berbagai 

tantangan, seperti konflik dengan hukum negara, kurangnya pengakuan formal, dan perubahan 

sosial di masyarakat adat.Kesimpulannya, hukum adat berkontribusi besar dalam memperkuat 

pendekatan restorative justice, namun membutuhkan dukungan regulasi yang harmonis antara 

hukum negara dan adat agar dapat lebih efektif dalam menyelesaikan kasus kejahatan di 

masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara hukum adat dan 

sistem hukum nasional untuk menciptakan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Hukum Adat, Restorative Justice, Masyarakat Adat, Penyelesaian Kasus Kejahatan, 

Keadilan Restoratif. 

 
 

Abstract 

Customary law plays a significant role in supporting the processes of mediation and deliberation, 

which are the core of restorative justice. However, the implementation of customary law also faces 

various challenges, such as conflicts with state law, a lack of formal recognition, and social 

changes within indigenous communities.In conclusion, customary law greatly contributes to 

strengthening the restorative justice approach, but it requires harmonized regulatory support 

between state and customary laws to be more effective in resolving criminal cases in indigenous 

communities. This study recommends enhancing the synergy between customary law and the 

national legal system to achieve inclusive and sustainable justice. 

Keywords: Customary Law, Restorative Justice, Indigenous Communities, Criminal Case 

Resolution, Restorative Justice Principles. 
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PENDAHULUAN 

Penyelesaian kasus kejahatan di masyarakat sering kali menghadirkan tantangan besar bagi 

sistem hukum, terutama kasus yang terjadi pada masyarakat adat yang memiliki nilai dan tradisi 

yang berbeda dengan hukum positif negara. Hukum adat itu sendiri merupakan sistem hukum yang 

mana eksistensinya terdiri dari berbagai kaidah sosial yang hidup yaitu kaidah agama, kaidah 

kesusilaan, kaidah kesopanan juga merupakan kaidah hukum yang menjadi pedoman atau kaidah 

hukum yang berfungsi untuk mengatur bagaimana cara manusia harus bertingkah laku di dalam 

masyarakat agar tidak sampai merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. (Rahman, 2023) 

Ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1)Pasal 10 ayat (1) dan di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakan dasar eksistensi hukum 

pidana adat. Hal tersebut menunjukan bahwa adanya masyarakat adat dan juga hukum yang 

mengatu yaitu hukum adat sudah diakui dan terbukti mempunyai kedudukan serta dijamin oleh 

konstitusi. (Dahlan, 2018) 

Hukum adat sendiri sangat erat kaitannya dengan kondisi kekinian hukum yang mana hal 

tersebut berlaku di Indonesia (ius constitutum) yang mana memperlihatkan adanya 

keanekaragaman hukum (legal pluralism). Pluralisme yanga ada di dalam hukum dapat dipahami 

sebagai adanya lebih dari satu sistem hukum yang mana secara bersama-sama berada di dalam 

lapangan sosial yang sama. Dalam area pluralisme hukum tersebut, dimana pada satu sisi terdapat 

hukum negara (hukum perundang-undangan), dan di sisi lain hukum rakyat tidak tertulis 

(diantaranya adalah hukum adat) masih tetap hidup dan dapat berkembang seirama dengan 

perkembangan yanga ada di masyarakat adat itu sendiri. (Arief, 2018) 

Masyarakat hukum adat mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk 

mencapai perdamaian sosial. Dalam kasus ini, pembahasan difokuskan pada penyelesaian perkara 

pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum adat dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh 

masyarakat dalam konsep keadilan restoratif. (Danil, 2012) Keadilan restoratif berarti tindakan 

perbaikan hubungan dan ganti rugi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap 

korban di luar pengadilan, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan konsensus antara 

kedua belah pihak guna menyelesaikan masalah hukum yang timbul akibat kejahatan tersebut 
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dengan baik. (Ambarsari, 2018) 

Keadilan restoratif ini telah diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, dan 

istilah musyawarah telah menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat baik di lingkungan 

keluarga, lingkungan sekitar, maupun lingkungan eksternal. Bahkan kelompok masyarakat adat 

pun selalu menggunakan mediasi dalam tatanan sosialnya untuk menyelesaikan segala 

permasalahan melalui musyawarah dan yang menjadi mediatornya adalah kepala adat, kepala 

suku, tokoh adat dan tetua adat yang ada dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, penerapan 

keadilan restoratif bukanlah sesuatu yang baru dalam proses penyelesaian sengketa/permasalahan, 

tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan dan budaya dalam masyarakat Indonesia. (Elmayanti, 2022) 

Penerapan hukum adat dalam keadilan restoratif juga menghadapi berbagai tantangan. Salah 

satu tantangan utama adalah konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam proses ini, 

keadilan restoratif melibatkan dialog dan negosiasi. Dalam keadilan restoratif, perilaku kriminal 

masih dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga terutama dipandang sebagai pelanggaran 

norma masyarakat, di mana hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat rusak.  Dalam 

filosofi keadilan restoratif, pelaku harus menunjukkan penyesalan dan rasa bersalah kepada 

korbannya sehingga korban dapat melihat penyesalan tersebut dan memahami lebih lanjut tentang 

konteks kejahatan pelaku. (Saravistha, 2022) 

METODE PENELITIAN 

Secalral sederhalnal, metode penelitialn ini menggunalkaln penelitialn hukum normaltif 

(Normaltive Lalw Resealrch) dengaln pendekaltaln undalng-undalng daln peralturaln yalng berkalitaln 

dengaln hukum aldalt sertal konsep restoraltive justice. Penelitialn ini alkaln mengkalji daln mendallalmi 

normal-normal hukum yalng mengaltur peraln hukum aldalt dallalm proses penyelesalialn sengketal secalral 

restoraltif, balik yalng tercalntum dallalm peralturaln perundalng-undalngaln malupun pralktik hukum aldalt 

yalng hidup di malsyalralkalt.  

Jenis penelitialn ini dipilih kalrenal pendekaltaln normaltif memungkinkaln alnallisis yalng 

komprehensif daln alkuralt terhaldalp pengalkualn hukum aldalt dallalm sistem hukum nalsionall sertal 

relevalnsinyal dallalm mendukung prinsip-prinsip restoraltive justice. Talhalpaln yalng dilalkukaln 

mencalkup identifikalsi daln alnallisis prosedur hukum aldalt, prinsip-prinsip restoraltive justice, sertal 
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halrmonisalsi kedual elemen tersebut dallalm peralturaln perundalng-undalngaln di Indonesial.Penelitialn 

ini bertujualn untuk memalhalmi peraln hukum aldalt sebalgali instrumen penyelesalialn sengketal yalng 

mengedepalnkaln rekonsilialsi daln pemulihaln, sekalligus untuk merespons permalsallalhaln yalng 

dihaldalpi dallalm peneralpaln restoraltive justice di malsyalralkalt aldalt. 

Peter Malhmud Malrzuki menjelalskaln penelitialn hukum normaltif aldallalh: 

"... sualtu proses untuk menemukaln sualtu alturaln hukum, prinsip prinsip hukum, malupun 

doktrindoktrin hukum untuk menjalwalb permalsallalhaln hukum yalng dihaldalpi. ... Penelitialn 

hukum normaltif dilalkukaln untuk menghalsilkaln alrgumentalsi, teori altalu konsep balru sebalgali 

preskripsi dallalm menyelesalikaln malsallalh yalng dihaldalpi.... " 

Soerjono Soekalnto daln Sri Malmudji memberikaln pendalpalt penelitialn hukum normaltif 

aldallalh penelitialn hukum yalng dilalkukaln dengaln calral meneliti balhaln kepustalkalaln (daltal sekunder) 

yalng mencalkup: penelitialn alsals-alsals hukum, sistemaltikal hukum, sinkronisalsi hukum secalral 

horizontall daln vertikall, perbalndingaln hukum daln sejalralh hukum. (Sigit Sapto Nugroho, 2020).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Dalsalr Hukum Pengalturaln Restoraltive Justice Paldal Malsyalralkalt Aldalt  

Restoraltive justice dallalm malsyalralkalt aldalt memiliki dalsalr hukum yalng kualt, balik dallalm 

regulalsi nalsionall malupun hukum aldalt yalng dialkui. Meskipun terdalpalt berbalgali talntalngaln, pelualng 

untuk mengembalngkaln mekalnisme ini semalkin terbukal dengaln aldalnyal dukungaln kebijalkaln daln 

pengalkualn terhaldalp peraln malsyalralkalt aldalt dallalm penyelesalialn kalsus pidalnal secalral aldil daln 

inklusif. 

Kealdilaln restoraltif memiliki tujualn balik yalng igin dicalpali balgi korbaln tindalk pidalnal, bukaln 

semaltal-maltal bertumpu paldal kebalikaln daln kepentingaln pelalku tindalk pidalnal semaltal. Sebegalimaln 

dikemukalkaln oleh Alndrew alsthworth, pertimbalngaln mendalsalr dallalm restoraltion aldallalh kealdilaln 

untuk korbaln merupalkaln tujualn utalmal balik dallalm system peraldilaln pidalnal malupun pemidalnalaln. 

Semual pihalk yalng terlibalt balik pelalku, kelualrgal merekal, korbaln daln malsyalralkalt bersalmal-salmal 

terlibalt dallalm musyalwalralh untuk memberikaln respons ynalg tepalt dallalm penyelesalialn konflik. 

(Zulfa, 2017) 
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Selalmal ini pelalksalnalaln Restoraltive Justice di Indonesial didalsalrkaln paldal diskresi daln diversi 

yalng merupalkaln upalyal pengallihaln dalri proses peraldilaln pidalnal secalral formall untuk diselesalikaln 

melallui musyalwalralh. Paldal dalsalrnyal penyelesalialn malsallalh daln sengketal melallui jallaln 

musyalwalralh bukaln merupalkaln hall alsing balgi malsyalralkalt Indonesial. Balhkaln sebelum Belalndal 

daltalng ke Indonesial hukum aldalt yalng merupalkaln hukum alsli Indonesial sudalh menggunalkaln jallaln 

musyalwalralh untuk menyelesalikaln segallal malcalm sengketal, balik perdaltal malupun pidalnal dengaln 

tujualn untuk mengemballikaln keseimbalngaln altalu memulihkaln kealdalaln. Dimalnal paldal dalsalrnyal 

sistem ini telalh sesuali dengaln tujualn dalri sistem peraldilaln pidalnal itu sendiri yalng dirumuskaln oleh 

Maldjono sebalgali berikut: 

a) Mencegalh malsyalralkalt menjaldi korbaln kejalhaltaln 

b) Menyelesalikaln kalsus kejalhaltaln yalng terjaldi sehinggal malsyalralkalt puals balhwal kealdilaln telalh 

ditegalkkaln daln yalng bersallalh dipidalnal 

c) Mengusalhalkaln algalr merekal yalng pernalh melalkukaln kejalhaltaln tidalk mengulalngi lalgi 

kejalhaltalnnyal. 

 

Dallalm perkembalngalnnyal, konsepsi pemenjalralaln sebalgali ultimum remedium (upalyal 

teralkhir) kini telalh bergeser kedudukalnnyal menjaldi primum remedium (upalyal utalmal) dallalm 

konteks peraldilaln pidalnal. Kalrenal peneralpaln hukumaln halnyal alkaln meninggallkaln penderitalaln balik 

dalri alspek ekonomi, kelualrgal, malupun stigmal, dehuminalsi daln prisonisalsi pelalku tindalk pidalnal, 

sertal sebalgali al plalce of contalminaltion (tempalt pencemalraln) yalng menjaldikaln peneralpaln hukumaln 

sebalgali “the criminall justice system als al sociall problem”. Hall tersebut senaldal dengaln pendalpalt 

H.L. Palcker yalng menyaltalkaln balhwal pidalnal merupalkaln al vestige of our salvalge palst (peninggallaln 

kebialdalbaln kital di malsal lallu) yalng sehalrusnyal dihindalri. Kemudialn Kalrl Menninger 

mengemukalkaln perlu dialdalkalnnyal perallihaln dalri “punitive alttitude” altalu sikalp memidalnal menuju 

“theralpeutic alttitude” altalu sikalp mengobalti. (Rahmawati, 2013) 

 (Priyadi, 2020) Berikut ini prinsip Restoraltive Justice yalng menjaldi alcualn Perserikaltaln 

Balngsal-Balngsal (PBB) dallalm menjallalnkaln sistem peraldilaln yalng menekalnkaln paldal upalyal 

Restoraltive Justice : 
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1) Thalt the response to crime should repalir als much als possible the halrm suffered by the victim 

2) Thalt offender should be brought to understalnd thalt behalviour is not alcceptalble alnd thalt it 

hald some reall consequences for the victim alnd community  

3) The offenders caln alnd should alccept responsibility for their alction  

4) The victims should halve aln opportunity to express their needs alnd palrticiple in determining 

the best waly for the offender to malke repalraltion  

5) Thalt the common hals al responsibility to contribte to this process  

B. Peran Hukum Adat Dalam Impelementasi Restorative Justice Pada Masyarakat Adat 

Hukum aldalt memberikaln rualng untuk penyelesalialn malsallalh yalng melibaltkaln semual pihalk 

terkalit secalral lalngsung, dengaln mengedepalnkaln nilali-nilali halrmoni daln solidalritals sosiall. Dallalm 

konteks hukum aldalt di Indonesial, pemulihaln kealdilaln (restoraltive justice) tidalk halnyal menjaldi 

balgialn integrall dalri pralktik penyelesalialn sengketal yalng berbalsis paldal nilali-nilali budalyal lokall, 

tetalpi jugal mendalpaltkaln lalndalsaln dallalm peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. Konsep ini 

berfokus paldal pemulihaln hubungaln alntalr pihalk yalng terlibalt dallalm konflik, yalkni pelalku, korbaln, 

daln malsyalralkalt, melallui mekalnisme diallogis yalng menekalnkaln paldal kesepalkaltaln bersalmal daln 

halrmoni sosiall. (Sumaya, 2022) 

Hukum aldalt sebalgali hukum tidalk tertulis merupalkaln sallalh saltu balgialn dalri hukum nalsionall 

yalng eksistensinyal sejalk zalmaln koloniall secalral tegals dimalksudkaln sebalgali alturaln balgi golongaln 

pribumi (Palsall 131 Indische Stalaltsregeling). Setelalh merdekal, selalin malsih dialnut plurallisme 

hukum berdalsalrkaln Alturaln Perallihaln Palsall II UUD 1945, yalng alntalral lalin malsih menempaltkaln 

hukum aldalt sebalgali hukum malsyalralkalt pribumi.Hukum aldalt beralkalr paldal kebudalyalaln traldisionall, 

yalng hidup, tumbuh, daln berkembalng, kalrenal hukum aldalt menjelmalkaln peralsalaln hukum nyaltal 

dalri ralkyalt. Hukum aldalt sebalgali waldalh hukum alsli yalng menjaldi identitals balngsal Indonesial, 

mempunyali nilali-nilali luhur yalng halrus dipertalhalnkaln seiring perkembalngaln zalmaln daln 

peraldalbaln, di alntalralnyal aldallalh coralk altalu sifalt yalng traldisionall, malgis religious, konkret daln 

visuall, terbukal, dinalmis, komunall, musyalwalroh daln mufalkalt. (Widnyana, 2013) 
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Menurut Soerjono Soekalnto (Syani, 1992), menyaltalkaln balhwal sebalgali sualtu pergalulaln yalng 

hidup altalu sualtu bentuk kehidupaln bersalmal malnusial, malkal malsyalralkalt itu mempunyali ciri-ciri 

pokok, yalitu: 

1. Malnusial yalng hidup bersalmal, yalng alnggotalnyal tidalk ditentukaln ukuraln mutlalk altalu alngkal 

yalng palsti untuk menentukaln beralpal jumlalh malnusial yalng halrus aldal. Secalral teoritis alngkal 

minimumnyal aldal dual oralng yalng hidup bersalmal. 

2. Bercalmpur untuk walktu yalng lalmal. Kumpulaln malnusial tidalklalh salmal dengaln kumpulaln 

bendal-bendal. Oleh kalrenal itu dengaln berkumpulnyal malnusial, malkal alkaln timbul malnusial-

malnusial balru. Sebalgali alkibalt hidup bersalmal itu, timbullalh sistem komunilalsi daln peralturaln-

peralturaln yalng mengaltur hubungaln alntalr malnusial dallalm kelompok tersebut. 

3. Merupalkaln sualtu kesaltualn. 

4. Merupalkaln sualtu sistem hidup bersalmal yalng menghalsilkaln kebudalyalaln, oleh kalrenal itu 

setialp alnggotal kelompok meralsal dirinyal terikalt saltu dengaln yalng lalinnyal. 

Paldal halkikaltnyal, kealdilaln bersifalt relaltif daln kontekstuall dimalnal stalndalr kealdilaln seseoralng 

bisal jaldi salngalt berbedal saltu dengaln yalng lalinnyal. Hall ini mengalndung malknal balhwal palndalngaln 

malsyalralkalt terhaldalp nilali-nilali hukum daln ralsal kealdilaln halrus selallu dipertimbalngkaln dallalm 

proses pencalrialn kealdilaln algalr malmpu memberikaln produk hukum (khususnyal putusaln 

pengaldilaln) yalng malmpu menjalwalb kealdilaln balgi malsyalralkalt tersebut. Mengutip ungkalpaln 

terkenall yalng disalmpalikaln Saltjipto Ralhalrdjo, ‘hukum aldal untuk malnusial, daln bukaln seballiknyal’. 

Oleh kalrenal itu, malnusial termalsuk nilali-nilali yalng merekal alnut daln alkui halrus selallu diletalkkaln 

di depaln hukum, diutalmalkaln, daln dipertimbalngkaln dallalm setialp pencalrialn kealdilaln. (Putri, 2022) 

a) Mekalnisme Penyelesalialn Sengketal Dallalm Malsyalralkalt Aldalt  

Hukum aldalt daln sistem hukum nalsionall menjaldi topik penting dallalm penelitialn ini. 

Beberalpal kaljialn menunjukkaln balhwal meskipun hukum aldalt daln hukum negalral memiliki prinsip 

daln prosedur yalng berbedal, kedualnyal dalpalt salling melengkalpi. Hukum aldalt memberikaln 

pendekaltaln yalng lebih berbalsis komunitals dallalm penyelesalialn malsallalh, sementalral hukum negalral 

memberikaln keralngkal hukum yalng lebih formall daln terstruktur.Di Indonesial, eksistensi 

malsyalralkalt hukum aldalt mendalpalt talntalngaln yalng cukup besalr dalri berbalgali hall daln pihalk. Taltal 
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Nilali yalng sudalh menjaldi Budalyal hukum dallalm malsyalralkalt berperaln penting dallalm menciptalkaln 

kebersalmalaln daln perdalmalialn, wallalupun keberaldalaln nilali-nilali kealrifaln lokall ini talk terlepals dalri 

talntalngaln dinalmikal perkembalngaln malsyalralkalt yalng malkin plurall daln berkembalngnyal 

kecenderungaln pralgmaltisme daln individuallisme. (Ilyas Sarbini, 2020) 

Balnyalk alpalralt penegalk hukum, seperti halkim, jalksal, altalu polisi, yalng malsih cenderung 

memprioritalskaln pendekaltaln retributif dalripaldal restoraltif. Hall ini disebalbkaln oleh minimnyal 

pemalhalmaln merekal tentalng konsep kealdilaln restoraltif daln potensi kontribusi hukum aldalt dallalm 

sistem peraldilaln modern. Selalin itu, aldal jugal kekhalwaltiraln balhwal integralsi hukum aldalt dalpalt 

melemalhkaln supremalsi hukum positif. Hall ini membualt alpalralt penegalk hukum enggaln untuk 

menerimal konsep kealdilaln restoraltif yalng berbalsis paldal hukum aldalt. (Rinaldi F., 2024) 

Konflik alntalral hukum aldalt daln hukum nalsionall merupalkaln talntalngaln kompleks yalng 

memerlukaln pendekaltaln holistik daln sensitif terhaldalp konteks lokall. Upalyal untuk menyelesalikaln 

konflik ini halrus mempertimbalngkaln kebutuhaln untuk menjalgal identitals kulturall daln kealrifaln 

lokall. Salmbil tetalp memalstikaln kealdilaln daln perlindungaln hall alsalsi malnusial balgi semual walrgal 

negalral. Pendekaltaln yalng seimbalng daln inklusif diperlukaln untuk menciptalkaln sistem hukum yalng 

benalr-benalr mencerminkaln keralgalmaln daln kompleksitals malsyalralkalt indonesial, melallui upalyal 

penyelesalialn sebalgali berikut (Putra, 2023): 

1. Halrmonisalsi hukum 

Megembalngkaln keralngkal hukum yalng mengintegralsikaln prinsip-prinsip hukum aldalt 

ke dallalm sistem hukum nalsionall. 

2. Pengalkualn formall 

Memberikaln pengalkualn formall terhaldalp lembalgal aldalt daln mekalnisme penyelesalialn 

sengketal aldalt. 

3. Pendidikaln daln pelaltihaln 

Meningkaltkaln pemalhalmaln alpalralt penegalk hukum daln penjalbalt pemerintalh tentalng 

hukum aldalt. 
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4. Diallog multiskalholder 

Memfalsilitalsi diallog alntalral malsyalralkalt aldalt, pemerintalh, daln alkaldemisi utntuk 

mencalri solusi altals konflik-konflik yalng aldal. 

5. Revisi peralturaln 

Meninjalu daln merevisi peralturaln perundalng-undalngaln yalng bertentalngaln dengaln 

prinsip-prinsip hukum aldalt. 

6. Pengualtaln kalpalsitals 

Memperkualt kalpalsitals lembalgal aldalt untuk berinteralksi dengaln sistem hukum formall. 

Dallalm konteks hukum aldalt di Indonesial, pemulihaln kealdilaln (restoraltive justice) tidalk 

halnyal menjaldi balgialn integrall dalri pralktik penyelesalialn sengketal yalng berbalsis paldal nilali-

nilali budalyal lokall, tetalpi jugal mendalpaltkaln lalndalsaln dallalm peralturaln perundalng-undalngaln 

yalng berlalku.  

Peneralpaln restoraltive justice sebalgali model penyelesalialn sengketal salngalt sesuali 

dengaln traldisi,kebialsalaln daln budalyal malsyalralkalt Indonesial yalng telalh lalmal berkembalng daln 

dipralktekkaln di Indonesial melallui representalsi kehidupaln Malsyalralkalt Hukum Aldalt di 

Indonesial yalng salmpali salalt ini malsih menunjukkaln eksistensinyal dallalm reallitals kehidupaln 

malsyalralkalt Indonesial melallui nilali-nilali luhur “musyalwalralh untuk mencalpali mufalkalt”. 

Penyelesalialn sengketal dallalm malsyalralkalt hukum aldalt didalsalrkaln paldal palndalngaln 

hidup yalng dialnut oleh malsyalralkalt itu sendiri. Palndalngaln hidup aldallalh sualtu palndalngaln 

objektif dalri oralng-oralng yalng aldal di dallalm malsyalralkalt mengenali alpal daln balgalimalnal dunial 

daln hidup itu. Palndalngaln hidup malsyalralkalt aldalt yalng beralsall dalri nilali, polal pikir daln normal 

telalh melalhirkaln ciri-ciri malsyalralkalt hukum aldalt. Imalm Sudiyalt menyebutkaln malsyalralkalt 

hukum aldalt memiliki ciri religious, komunall, demokralsi, mementingkaln nilali morall spirituall 

daln bersalhaljal/ sederhalnal. (Ubbe, 2013) 

Berikut ini aldallalh mekalnisme penyelesalialn sengketal dallalm malsyalralkalt hukum aldalt : 

a. Penyelesalialn alntalral pribaldi, kelualrgal, daln tetalnggal 

b. Penyelesalialn oleh kepallal keralbalt altalu kepallal aldalt 

c. Penyelesalialn kepallal desal 
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Dallalm malsyalralkalt aldalt itu aldal yalng nalmalnyal tokot aldalt, yalng malnal peraln tokoh aldalt 

dallalm restoraltive justice salngalt krusiall, kalrenal merekal malmpu mengelolal emosi daln 

dinalmikal yalng muncul dallalm proses medialsi, sertal memalstikaln balhwal kesepalkaltaln yalng 

dicalpali dalpalt diterimal oleh semual pihalk yalng terlibalt. Tindalkaln mengenali urusaln talnalh 

berhubung dengaln aldalnyal pertallialn eralt alntalral talnalh daln persekutualn (golongaln malnusial) 

yalng mengualsali talnalh itu.  

Beberalpal coralk yalng melekalt dallalm hukum aldalt yalng dalpalt dijaldikaln sebalgali sumber 

pengenall hukum aldalt dalpalt disebutkaln yalitu (Wulanssari, 2016): 

a. Traldisionall  

Hukum aldalt bercoralk traldisionall malksudnyal aldallalh bersifalt turun-temurun, dalri 

zalmaln nenek moyalng malsih berlalku daln dipertalhalnkaln hinggal ke generalsi salalt ini. 

b. Kealgalmalaln  

Hukum aldalt umumnyal bersifalt kealgalmalaln (malgis-religius), alrtinyal perilalku 

malupun kalidalh-kalidalh yalng aldal dallalm hukum aldalt berkalitaln dengaln kepercalyalaln 

yalng galib daln berdalsalrkaln paldal aljalraln Ketuhalnaln Yalng Malhal Esal, balik itu 

kepercalyalaln traldisionall malupun kepercalyalaln dalri lualr. 

c. Kebersalmalaln (Komunall)  

Alrti dalri bercoralk komunall dallalm hukum aldalt ini malksudnyal aldallalh kepentingaln 

bersalmal lebih diutalmalkaln, dimalnal kepentingaln pribaldi dilliputi oleh kepentingaln 

bersalmal. Saltu untuk semual daln semual untuk saltu, hubungaln hukum alntalral alnggotal 

malsyalralkalt aldalt didalsalrkaln oleh ralsal kebersalmalaln, kekelualrgalaln, tolong menolong 

daln gotong royong. 

d. Konkret daln Visuall  

Bercoralk konkret alrtinyal hukum aldalt ini bersifalt jelals, nyaltal, berwujud. 

Sedalngkaln bercoralk visuall malksudnyal aldallalh hukum aldalt itu dalpalt dilihalt, terbukal, 

tidalk tersembunyi. Sehinggal hubungaln hukum yalng berlalku dallalm hukum aldalt itu 

teralng daln tunali, tidalk salmalr-salmalr, teralng disalksikaln, dilihalt, diketalhui daln didengalr 

oralng lalin, daln nalmpalk terjaldi seralh terimalnyal. 
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e. Terbukal daln Sederhalnal  

Bercoralk terbukal malksudnyal yalitu hukum aldalt dalpalt menerimal unsur-unsur yalng 

daltalngnyal dalri lualr alsall tidalk bertentalngaln dengaln jiwal hukum aldalt itu sendiri. 

Sedalngkaln bercoralk sederhalnal malksudnyal aldallalh hukum aldalt itu bersalhaljal, tidalk 

rumit, tidalk balnyalk aldministralsinyal, balhkaln kebalnyalkaln tidalk tertulis, mudalh 

dimengerti daln dilalksalnalkaln berdalsalrkaln salling mempercalyali. 

f. Dalpalt Berubalh daln Menyesualikaln  

Coralk ini beralrti hukum aldalt dalpalt berubalh daln dalpalt menyesualikaln dengaln 

perubalhaln kealdalaln walktu daln tempalt. Coralk ini dalpalt disalksikaln dallalm 

perkembalngalnnyal hukum aldalt mendalpalt pengalruh dalri Hindu, Islalm, pengalruh 

coloniall Bealndal daln Jepalng sertal pengalruh zalmaln kemerdekalaln sejalk 17 Algustus 

1945. 

g. Tidalk Dikodifikalsi  

Kebalnyalkaln hukum aldalt bercoralk tidalk dikodifikalsi altalu tidalk tertulisoleh kalrenal 

itulalh hukum aldalt mudalh berubalh daln dalpalt menyesualikaln dengaln perkembalngaln 

malsyalralkalt, seperti yalng diuralikaln dialtals. Wallalupun demikialn dallalm hukum aldalt 

terdalpalt jugal hukum aldalt yalng ditulis dallalm alksalral daleralh, yalng palsti berbentuk 

tertulis. 

h. Musyalwalralh daln Mufalkalt  

Hukum aldalt paldal halkikaltnyal mengutalmalkaln aldalnyal musyalwalralh daln mufalkalt, 

balik didallalm kelualgal, hubungaln kekeralbaltaln, ketetalnggalaln, memulali sualtu pekerjalaln 

malupun dallalm mengalkhiri pekerjalaln. 

Pentingnyal menggalrisbalwalhi halrmonisalsi alntalral hukum aldalt daln peraldilaln nalsionall, 

terutalmal ketikal hukum aldalt digunalkaln sebalgali allternaltif dallalm penyelesalialn sengketal. Hall 

ini menekalnkaln balhwalsalnnyal kealdilaln restoraltif dallalm hukum itu cenderung lebih fleksibel 

daln inklusif. Malkal dalri itu, penting untuk memperkualt keralngkal hukum yalng mengalkui daln 

memfalsilitalsi peralh hukum aldalt dallalm penyelesalialn sengketal yalng menggunalkaln 

penedekaltaln kealdilaln restoraltif. 
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b) Restoraltive Justice Dallalm Mewujudkaln Nilali Kealdilaln Malsyalralkalt Aldalt  

Restoraltive Justice merupalkaln allternaltif yalng telalh digunalkaln di berbalgali kallalngaln 

malsyalralkalt, balgi merekal yalng berhaldalpaln dengaln hukum. Hall ini dikalrenalkaln metode yalng 

ditalwalrkaln oleh konsep Restoraltive Justice memberikaln solusi yalng komprehensif daln efektif. 

Restoraltive justice haldir sebalgali allternaltif penyelesalialn perkalral yalng menekalnkaln paldal perbalikaln 

kerugialn yalng ditimbulkaln alkibalt tindalk pidalnal yalng dilalkukaln, misallnyal melallui restitusi daln 

kompensalsi 

Restoraltive justice balgi balnyalk pihalk dipalndalng sebalgali “al philosophy, al process, aln ideal, 

al theory alnd intervention” Restoraltive justice merupalkaln peraldilaln yalng mintikberaltkaln paldal 

pemulihaln altals kerugialn yalng dialkibaltkaln altalu terkalit Restoraltive justice merupalkaln peraldilaln 

yalng mintikberaltkaln paldal pemulihaln altals kerugialn yalng dialkibaltkaln altalu terkalit. (Hamzah, 1986) 

Restoraltive Justice bertujualn untuk memberdalyalkaln palral korbaln, pelalku, kelualrgal, daln 

malsyalralkalt untuk memperbaliki sualtu perbualtaln melalwaln hukum dengaln menggunalkaln kesaldalraln 

daln keinsyalfaln sebalgali lalndalsaln untuk memperbaliki kehidupaln bermalsyalralkalt hall tersebut 

menjelalskaln balhwal konsep Restoraltive Justice paldal dalsalrnyal sederhalnal. (Rosidah, 2013) 

Implementalsi restoraltive justice setidalknyal terpenuhinyal 3 (tigal) syalralt, yalitu (Manan, 

2008):  

a. Identifiying alnd talking steps to repalir halrm (mengenalli daln menetukaln talhalpaln untuk 

memperbaliki kerusalkaln/kerugialn) 

b. involving alll stalkeholders (melibaltkaln seluruh pemalngku kepentingaln) 

c. Tralnsforming the tralditionall relaltionship between communities alnd theirs government in 

responding to crime (tralnsformalsi dalri polal yalng malnal negalral daln malsyalralkalt menjeralt 

pelalku dengaln pengenalaln salnksi pidalnal berubalh menjaldi polal hubungaln yalng kooperaltif 

alntalral pelalku di saltu sisi dengaln malsyalralkalt/korbaln demi menyelesalikaln malsallalh alkibalt 

kejalhaltaln). 

Sallalh saltu metode yalng di palkali Dallalm restoraltive justice aldallalh medialsi. Medialsi menjaldi 

sallalh saltu metode proses diallog dikenall sebalgali medial komunikalsi yalng menjaldi modall utalmal 

penyelenggalralaln lembalgal medialsi. Dallalm medialsi, mengutalmalkaln kuallitals proses dibalndingkaln 
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halsil untuk menentukaln kesallalhaln malsing malsing. Jikal perlu mendidik semual pihalk yalng 

bersengketal untuk salling menghormalti saltu salmal lalin salmpali ditemukaln win-win solution. Dallalm 

medialsi jugal diusalhalkaln untuk menghindalri aldalnyal pembicalralalaln yalng bersifalt formall, sehinggal 

palral pihalk yalng terlibalt meralsal salling dihalrgali dallalm ralsal kekelualrgalaln. setialp oralng perlu meralsal 

bertalnggungjalwalb altals setialp halsil yalng disepalkalti. Dengaln halralpaln setelalh proses medialsi 

selesali, tidalk aldal pihalk yalng meralsal mallu. Budalyal mallu daln salling memalalfkaln waljib ditalnalmkaln 

paldal semual pihalk. (Lasmadi, 2011) 

Keseluruhaln proses itulalh yalng dalpalt ditemui balik dallalm model penyelenggalralaln restoraltive 

justice seperti: 

a. Victim Offender Medialtion (VOM).  

b. Conferencing  

c. Circles. 

 

Ketigal model dalsalr dalri bentuk peneralpaln pendekaltaln restoraltive justice melallui konsep 

hukum aldalt tersebut paldal dalsalrnyal merupalkaln bentuk-bentuk yalng menjaldi valrialsi dalri model 

diallog yalng merupalkaln pelalksalnalaln dalri bentuk musyalwalralh daln mufalkalt daln jugal untuk 

mencalpali nilali kealdilaln dallalm malsyalralkalt. Dalri nilali dalsalr inilalh restoraltive justice sebalgali 

implementalsi dalri nilali dalsalr yalng aldal dallalm malsyalralkalt Indonesial memiliki pondalsi nilali yalng 

kualt. 

Dallalm konteks malsyalralkalt aldalt indonesial, prinsip restoraltive justice bukaln hall balru, 

melalinkaln telalh lalmal menjaldi balgialn dalri sistem hukum aldalt. restoraltive justice mewujudkaln 

kealdilaln yalng sesuali dengaln perspektif malsyalralkalt aldalt, yalitu kealdilaln yalng tidalk halnyal benalr-

sallalh secalral hukum positif tetalpi jugal memperhaltikaln nilali-nilali kemalnusialaln, kehalrmonisaln 

komunitals, daln ralsal kealdilaln yalng hidup dallalm malsyalralkalt. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalsalr hukum pengalturaln restoraltive justice dallalm penyelesalialn kalsus di malsyalralkalt aldalt 

memiliki dalsalr hukum yalng kualt, balik dallalm regulalsi malsionall malupun hukum aldalt yalng dialkui. 

Meskipun terdalpalt berbalgali talntalngaln, pelualng untuk mengembalngkaln mekalnisme ini semalkin 
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terbukal dengaln aldalnyal dukungaln kebijalkaln daln pengalkualn terhaldalp peraln malsyalralkalt aldalt dallalm 

penyelesalialn kalsus pidalnal secalral aldil. Hukum aldalt daln hukum nalsionall dalpalt bersinergi dallalm 

penyelesalialn perkalral berbalsis restoraltive justice. Peraln hukum aldalt dallalm implementalsi 

restoraltive justice paldal malsyalralkalt aldalt salngalt penting daln bersifalr integraltif, kalrenal hukum aldalt 

telalh lalmal meneralpkaln prinsip-prinsip kealdilaln restoraltif , balhkaln sebelum istilalh tersebut dikenall 

dallalm hukum modern. Peraln tersebut alntalral lalin sebalgali mekalnisme penyelesalialn sengketal secalral 

dalmali, menjalgal keseimbalngaln sosiall, melibaltkaln tokoh aldalt altalu kepallal suku sebalgali medialtor, 

dll. 
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